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ABSTRACT; This study examines the handling of conflicts due to the 

application of nominee agreements in the context of land ownership in Bali, 

a phenomenon that emerged in response to juridical restrictions in Law 

Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles 

(UUPA). Although the UUPA explicitly restricts land ownership by foreign 

law subjects, the practice of nominee agreements has developed as a de facto 

mechanism that allows land ownership by Foreign Citizens (WNA) through 

the intermediary of Indonesia Citizens (WNI).  
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ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji penanganan konflik akibat penerapan 

perjanjian nominee dalam konteks kepemilikan tanah di Bali, suatu fenomena 

yang muncul sebagai respons terhadap restriksi yuridis dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA). Meskipun UUPA secara eksplisit membatasi kepemilikan tanah 

oleh subjek hukum asing, praktik perjanjian nominee telah berkembang 

sebagai mekanisme de facto yang memungkinkan penguasaan tanah oleh 

Warga Negara Asing (WNA) melalui perantara Warga Negara Indonesia 

(WNI).  

Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Kepemilikan Tanah,  UUPA 

 

PENDAHULUAN  

Penerapan perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah pada contoh kasus di Bali 

mencerminkan kontradiksi Lex Specialis vs. Lex Generalis antara Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) Buku III. Kontradiksi ini menimbulkan kompleksitas yuridis yang signifikan 

dimana pemerintah melalui Pasal 21 UUPA secara tegas melarang kepemilikan hak milik 

atas tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) dapat di siasati oleh Pasal 1320 KUH Perdata 

menganut asas kebebasan berkontrak yang memungkinkan para pihak membuat 

perjanjian sesuai kehendak mereka yang dikenal sebagai Perjanjian nominee. 
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METODE PENELITIAN   

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan 

kasus, meliputi analisis peraturan perundang-undangan, studi literatur hukum, dan kajian 

putusan pengadilan. Fokus penelitian diarahkan pada dua permasalahan utama: (1) 

Bagaimana penerapan perjanjian nominee dalam kepemilikan tanah di Bali, dan (2) 

Bagaimana penanganan konflik yang timbul akibat praktik tersebut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian nominee tidak diatur 

secara spesifik dalam UUPA, keabsahannya sering didasarkan pada Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Namun, praktik ini 

berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental dalam hukum agraria nasional dan 

menimbulkan implikasi sosio-yuridis yang signifikan, termasuk distorsi pasar tanah dan 

potensi konflik dengan masyarakat adat Bali. 

Penelitian menemukan 2 fakta dampak di kala terjadi konflik berkenaan kontradiksi 

ini terjadi, yaitu : 

1. Batal Demi Hukum yaitu Perjanjian Nominee secara serta merta di depan hakim 

akan mengalami stagnasi dan batal demi Hukum. Hal ini telah terjadi dalam banyak 

kasus dimana orang asing memaksakan diri mereka untuk menggugat Nominee 

mereka. 

2. Ada upaya lain sebelum terjadi stagnasi dan eksekusi pada kasus kasus perjanjian 

Nominee yaitu : 

1) Arbitrase : 

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan 

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis 

oleh para pihak yang bersengketa. 

Arbitrase memiliki kekuatan hukum sah dan hasil akhir putusannya mengikat.  

2) Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan bantuan seorang 

mediator yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. 

Mediasi bersifat rahasia dan dapat menghemat waktu serta biaya dibandingkan 

dengan proses litigasi 
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3) Restorative Justice 

Restorative justice adalah metode penyelesaian sengketa yang fokus pada 

pemulihan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat. 

Restorative justice dapat membantu memulihkan hubungan antara pihak-pihak 

yang bersengketa dan meningkatkan keadilan. 

4) Litigasi  

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 

Litigasi dapat memakan waktu yang lama dan mahal, tetapi memberikan 

kepastian hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan metode lain. 

5) Rekonsiliasi  

Rekonsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara memulihkan 

hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.  

Rekonsiliasi dapat membantu memulihkan hubungan dan meningkatkan 

keharmonisan antara pihak-pihak yang bersengketa. 

KESIMPULAN  

UUPA adalah Undang Undang Pokok Agraria sebagai turunan langsung dari UUD 

1945 Pasal 33 yang mengatur tentang kekayaan alam Indonesia guna kesejahteraan 

rakyatnya, di rancang sedemikian rupa dengan kajian yang konferhensi secara spesifik 

untuk mengatur ke-agraria-an di Indonesia. UUPA ini secara tegas melindungi tanah 

Indonesia dari penguasaan pihak asing. Namun demikian Undangan Undang terbaru dari 

pemerintah Indonesia yaitu UU Cipta Karya tahun 2023, memberikan peluang bagi pihak 

asing untuk ikut menikmati Tanah Indonesia dengan memberi hak bagi orang asing untuk 

dapat memiliki tanah di Indonesia dengan Batasan batasan tertentu seperti misalnya Hak 

Pakai, HGB, Sewa dan lain sebagainya. guna mengurangi konflik akibat penerapan 

perjanjian Nominee dalam kepemilikan tanah oleh orang asing di Indonesia, Walau pada 

kenyataannya masih banyak orang asing yang tidak mengetahui tentang UU Cipta Karya 

2023 yang akan segera berlaku pada tahun 2025.  

Penelitian ini memberi saran bahwa diperlukan reformulasi kebijakan dan 

penguatan kerangka hukum untuk mengakomodasi kebutuhan investasi asing sambil 

tetap melindungi kepentingan nasional dan hak-hak masyarakat lokal. Rekomendasi yang 

diajukan meliputi peningkatan transparansi dalam transaksi tanah, penguatan mekanisme 
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pengawasan, dan pengembangan alternatif legal bagi investasi asing dalam sektor 

properti di Bali. 
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